SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

Menimbang

Mengingat

1.

bahwa dalam rangka melaksanakan undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan
dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhanaserta
melaksanakan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi
Pemillhan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

https://jdih.kpu.go.id /kalbar/sanggau/



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 531);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

https://jdih.kpu.go.id /kalbar/sanggau/



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi,
dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SANGGAU TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sanggau sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur dalam rangka Pelayanan
Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sanggau sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU
merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sanggau dalam memberikan pelayanan
informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sanggau.

https:/ /jdih.kpu.go.id /kalbar/sanggau/



KETIGA 1 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau

pada tanggal 12 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,

https://jdih.kpu.go.id /kalbar/sanggau/




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KPU KABUPATEN SANGGAU



Nomor SOP 38/ 3/2026

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU ;
~ IP. 19701003 199803 1 004
SUBBAGIAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH,
PARTISIPAS| MASYARAKAT DAN SDM Nama SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KPU
KABUPATEN SANGGAU
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Wali Kota menjadi Undang-Undang);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

1. Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi;
2. Memahami ketentuan tata naskah dinas sesuai dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum.




Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;




TERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Permohonan Informasi; 1. Meja helpdesk pelayanan;
2. SOP Penanganan Keberatan; 2. Formulir pelayanan;
3. SOP Pengecualian Informasi. 3. Petugas helpdesk pelayanan;
4, Daftar informasi publik;
5. Mekanisme pelayanan;
6. Jadwal pelayanan;
7. Struktur PPID;
8. Komputer.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila permohonan informasi tidak dipenuhi dalam waktu 10 | Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy maupun hardcopy.
(sepuluh) hari kerja dengan perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari
kerja, maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga
permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
2. PPID wajib memberikan respons atas permintaan informasi Pemilu
dan Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya
permintaan informasi.
3. PPID dapat memperpanjang respons atas permintaan informasi

Pemilu dan Pemilihan paling lama 2 (dua) hari kerja, dalam hal
informasi yang dimohonkan belum dikuasai dan/atau belum dapat
ditentukan status keterbukaannya.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

Pelaksana Mutu Baku Ket
P il icod Pemohon Sekretaris K::: b Pelaksana Persyaratan Waktu Output
1 Pemohon informasi datang dengan
mengisi formulir permohonan B | | Untuk pemohon
informasi atau melalui surat, email, “L s it.ientitas, e Data pemohon melalui surat, email,
notaris, dokumen . )
telpon 10 menit terisi, Pemohon telp dan fax, formulir
pengesahan badan :
_ memenuhi syarat diisikan oleh petugas
publik
pelayanan
2 Petugas pelayanan menginformasikan
k:pac:la: “;:::‘T:hon terkait informasi WY Bk ks ik
e hardeopy/soften 15 menit Tanda Terima informasi dalam
Py Py kategori dikecualikan
3 Petugas pelayanan menginformasikan . Pemohon
informasi yang dikecualikan 5 menit menerima
informasi
4 Jika informasi yang dimohon tidak
dapat diberikan langsung, desk Kot 10 hari kerja
pelayanan berkoordinasi dengan A . Dinas/Disposisi/Araha dan dapat Pemberitahuan
Kasubag (Pejabat PPID) & tim 3 l | pn diperpanjang tertulis
penghubung 7 hari kerja
5 Pemohon menerima tanda
terima/pemberitahuan tertulis apabila
informasi bisa diterima atau tidak Klasifikasi data yang 1ande terlrlna - Mocian dels K
dapat diberikan/tidak data/pemberitahu informasi (offline)
P an tertulis surat/email (online)
6 Petugas pelayanan mengupdate
register pelayanan informasi apabila Update rieglster ‘ 15 menit Updite register
telah selesai pelayanan informasi
7 Supervisi kegiatan oleh Kasubag Data update Data layanan
. pelayanan harian
. SN0 der ke SUaag epace Cj(-’ Data update 1 bulan Laporan Bulanan

Sekretaris




Supervisi kegiatan oleh Kasubag Data update Data layanan
pelayanan harian
Pelaporan dari Ka. Subbag kepada Qq—l Data update 1 bulan Laporan Bulanan

Sekretaris




PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap
bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.

2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam
Pelayanan Autentifikasi Salinan Keputusan Tentang Penetapan Perolehan
Suara Sah Partai Politik Dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat
Kabupaten Sanggau di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sanggau.

3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi

secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan
selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.

5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai
dilaksanakan.

6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan
mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.

7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku dan mengikat pada saat
ditandatangani.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 12 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM IIS SUPIANTO
KABUPATEN SANGGAU

BT NAINGGOLAN




